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RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR :  3   TAHUN 2010 

TENTANG 

SISTEM KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang :  a.  bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu 
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan serta merupakan 
tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, swasta dan 
masyarakat di Kota Tasikmalaya;  

 b. bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan wajib yang
menjadi kewenangan daerah sehingga perlu diarahkan guna
tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup
sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3821);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4117);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4219);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 53,  Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 3489);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 116, Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846);

12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3609);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3781);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5044);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149);

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 83);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 112);

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

dan  
WALIKOTA TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DI KOTA 
TASIKMALAYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
3. Walikota  adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang 
membidangi kesehatan. 

5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis. 

6. Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya adalah suatu tatanan yang 
menghimpun berbagai upaya dan potensi di Kota Tasikmalaya 
secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan 
kesejahteraan umum. 

7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.  

8. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas 
pelayanan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap serta 
memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan baik 
promotif, preventif,  kuratif maupun rehabilitatif. 

9. Laboratorium kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat 
Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan 
pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap 
bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk 
penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan 
atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan 
perorangan dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah.  

10. Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, 
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.  

11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 
gawat darurat.  

12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA 
adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada taraf belum bergejala 
maupun yang sudah bergejala. 

13. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV 
adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan 
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menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh 
manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.  

14. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat 
dengan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan 
oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi 
virus HIV. 

15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

16. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif 
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan perilaku. 

17. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif diluar 
yang disebut narkotika dan psikotropika. 

18. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan 
kosmetika. 

19. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan 
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, 
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

20. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 
keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan. 

21. Fasilitas penunjang kesehatan adalah sarana pelayanan yang 
dibutuhkan untuk membantu menegakkan diagnosa penyakit, 
pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan asuhan kebidanan dan 
pelayanan kesehatan lainnya. 

22. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan 
tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan 
kecacatan lebih lanjut. 

23. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

24. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan 
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

25. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, 
pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas 
penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

26. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 
dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 
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